BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR: /3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

()

BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Desa dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146
Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan
Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kaur
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
@ Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita

@ Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2023 tentang Petunjuk Operesional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap

D

Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1052);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
216 Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENGALOKASIAN DANA
DESA SETIAP DESA, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN
ANGGARAN 2024.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

A o =

)

10.

1L

Daerah adalah Kabupaten Kaur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.

Bupati adalah Bupati Kaur.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
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12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap
Desa.

14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa
tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah
penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.

15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki
hasil penilaian kinerja terbaik

16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah

- angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

19. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan
dalam rangka memonitoring transaksi dalam system perbendaharaan dan
anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang
diakses melalui jaringan berbasis web.

20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

7 Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa  yang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa.

22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Desa.

24. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

25. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan

————administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
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26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disengkat RKD adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank
yang ditetapkan.

27. Penerimaan Desa adalah Uang vang berasal dari seluruh pendapatan desa
yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.

28. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas Desa.

29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan
belanja desa.

30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan
belanja desa.

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah

~ selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama Satu
Periode Anggaran.

32. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah

pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang

bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024,
b. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan tidak
ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
™ c. penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024,
d. penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; dan

e. pemantauan dan evaluasi

BAB 11
PENGALOKASIAN DANA DESA DISETIAP DESA
Pasal 3

(1) Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2024 secara Nasional ditetapkan sebesar
Rp. 71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri
atas :

a. sebesar Rp. 69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun
rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun
anggaran berjalan berdasarkan formula;
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan
Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/ atau
melaksanakan kebijakan Pemerintah; dan

c. Sebesar Rp. 140.106.186.000,00 (seratus empat puluh milyar seratus
enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) adalah pagu dana
desa Kabupaten Kaur Tahun 2024,

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dialokasikan
kepada setiap Desa di Kabupaten Kaur yang terdiri atas :

a. alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana
Desa atau sebesar Rp. 100.424.328.000,00 (seratus milyar empat ratus
dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

b. alokasi Afirmasi sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa
atau sebesar Rp. 568,800.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta
delapan ratus ribu rupiah);

c. alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau
sebesar Rp. 7.416.750.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam belas

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan

d. alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana
Desa atau sebesar Rp. 31.696.308,00 ( tiga puluh satu milyar enam

ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditambahkan
dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan
Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap Desa.

Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan Kriteria
tertentu.

Pasal 4
Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.

Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh)
klaster berdasarkan jumlah penduduk.

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
sebagai berikut :
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Klaster Jumlah Penduduk Besaran Alokasl Dasar |

(I el in S

1 1-100 T Rp. 418.958.000,00 (empat ratus
delapan belas ribu sembilan ratus
lima puluh delapan ribu rupiah)

2 101-500 | Rp. 481802,000,00 (empat ratun
delapan puluh satu rvibu delapan
ratus dua ribu rupiah)

3 501-1.500 [ Rp. 544.646,000,00 (ma ratus
empat puluh  empat ribu enam
ratus empat puluh  enam ribu
. rupiah)

4 1.501 - 3.000 T Rp. 607.490,000,00 (enam ratus
tujuh ribu empat ratus Sembilan
puluh ribu ruplah)

5 3.001-5000  |Rp. 670.334,000,00 (enam ratun

tujuh puluh ribu tiga ratus tiga
0 puluh empat
ribu rupiah)

6 5.001 - 10.000 T Rp. 733.178.000,00  (twjuh ratun
tign puluh tiga ribu seratus tujuh
puluh delapan ribu rupiah)

7 Lebih dari 10.000 T Rp. 796.022,000,00 (tujuh ratus
sembilan puluh enam ribu dua
puluh dua ribu rupiah)

Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b
dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki

6 jumlah penduduk miskin terbanyak.
(2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggu nakan rumus
AA Desa = (0,01 xDD) / {(1,1 x DST)+ (1 x DT))
Keterangan:
AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin terbanyak
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin terbanyak
(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi
setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
2
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(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

)

(4)

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,1 (satu koma satu) kali

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) ditetapkan sebagai berikut :

STATUS DESA BESARAN ALOKASI AFIRMASI

Desa Tertinggal Rp. 94.800.000,00 (sembilan puluh
empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Desa Sangat Tertinggal Rp. 104.280.000,00 (seratus empat juta
dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada Ayat

(3) dan Ayat (4) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di Desil 3

(tiga) sampai dengan Desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c

dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap Kabupaten

ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Fumlah Deaa Persentase Jumlah Desa _‘
Penerima Alokasi Kinerja
1-51 17% (tujuh belas Persen)
52-100 16% (enam belas Persen)
101 - 400 15% (lima belas Persen)
401 - 500 14% (empat belas Persen)
Lebih dari 500 13% (tiga belas Persen)

Penetapan Desa dengan kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dinilai berdasarkan :
a. kriteria utama; dan

b. kriteria kinerja.

Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :

a. desa yang melaksanakan BLT Desa pada Tahun Anggaran 2023;

b. rasio sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022 terhadap
pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh

persen); dan
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c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2023
sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
a. indikator wajib; dan/ atau
b. indikator tambahan.

(6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikelompokkan
dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20%
(dua puluh persen), terdiri atas :
1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan
APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
2.  status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima
puluh persen);
@ b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua
puluh persen), terdiri atas :
1.  persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan
bobot 45% (empat puluh lima persen); dan
2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola
dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total
Dana Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dengan
bobot 20% (dua puluh persen);
c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25%
(dua puluh lima persen), terdiri atas :

1.  persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50%

®

(lima puluh persen); dan
2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima
puluh persen);
d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot
35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
1.  status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50%
(lima puluh persen); dan
2.  perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima
puluh persen).
(7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dikelompokkan menjadi :
a. indikator tambahan minimal; dan
b. _indikator tambahan opsional.
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(W) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada avat (1) haoat (o)
tending atas

i
b,
[\

d,

¢

pengiviman data APIY Dea tahun anggaran 2021

pengiviman data APRDes tahun anggaran 2020,

pengitiman data APRDea talan anggaran 2040,

Keberadaan Deraturan Desa mengenal rencana pembangunan janghka
menengah Desa terakhiv; dan

keberadaan Peraturan Desa mengenal tencana ketjn Pemerintah Desa
dan perubahannya tahun anggaran 2023,

(V) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hart by
terdin atas

a.

a b,

¢,

d.

1.

pengitiman data laporan realisant APRDen bulan Desember  tahun
angaran 2021,

pengiriman data laporan realisant APIDen bulan Desember  tahun
anggaran 2022,

pengiviman Laporan Daftar Transaksi Havdan (DTH) Delanja Dena dan
Rekapitulasi Transakai Hardan (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun
anggaran 2021;

pengiriman Laporan Daftar Transaksi Havlan (DTH) Belanjn Dean dan
Rekapitulasi Transaksi Havlan (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun
anggaran 2022,

keberadaan dokumen rencann anggaran kas Desa pada tahun anggaran
2023;

ketersedinan infografis atau media informast lainnya mengenal APBDen
tahun anggaran 2023,

ketersediaan data dan/ atau dokumen barang millk Desa;

implementasi cash management system  pada  system  pengelolann
keuangan Desa;

implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan
keuangan Desa;

tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022;

jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun
anggaran 2022; dan/ atau

jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan Tahun Anggaran 2022,

(10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerjn Desa

berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kriteria

kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
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(11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria
utama dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ dan kriteria kinerja berupa indikator
tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada aplikasi yang disediakan
oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(12) Kabupaten wajib melakukan penilaian indikator tambahan minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam hal kabupaten/kota melakukan
penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

(13) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian
indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling
tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penilaian kinerja Desa,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kabupaten yang tidak memenubhi indikator tambahan minimal sebanyak
5 (lima) indikator, tidak diberikan bobot penilaian;

é b. kabupaten yang hanya memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak
5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh
persen); dan

c. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak S5
(lima) indikator dan indikator tambahan opsional sebanyak 1 (satu)
sampai dengan 12 (dua belas) indikator, diberikan bobot penilaian
sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah 10% (sepuluh persen) yang
dibagi secara proporsional menyesuaikan dengan jumlah indikator
tambahan opsional yang memenuhi.

(14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas

hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat
D

) (11).

(15) Dalam hal sampai dengan tanggal 7 September 2023 Kabupaten tidak
melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian
kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(16) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang melakukan
penilaian indikator tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu
koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk
Kabupaten yang tidak melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Desa.
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(17) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud ada ayat 16, terdiri dani ;

Status Pemerintah Besaran Alokasi Kinerja
Daerah
melakukan penilaian Rp255. 750.000,00 (dua ratus
Indikator Tambahan lima puluh lima juta tujuh ratus
Kinerja Desa lima puluh ribu rupiah)
tidak melakukan Rp 204.600.000,00 (dua ratus
penilaian Indikator empat juta enam ratus ribu
Tambahan Kinerja Desa rupiah)
Pasal 7

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d
dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut :
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana

dengan menggunakan rumus :

dimaksud pada ayat (1) dihitung

AFDesa = {(0,10xZl) + (0,40xZ2) + (0,10xZ3) + (0,40 x Z4)} XAF

Keterangan :
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk
miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio 1KG setiap Desa terhadap total 1KG Desa

AF = Alokasi Formula nasional

(3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi

Formula setiap Desa tidak terbagi

habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang

mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 8

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pemerintah Kabupaten Kaur

menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun anggaran 2024.
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Pasal 9

Sumber Data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 sampai dengan Pasal 7, sebagai berikut :

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk
bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

data status Desa menggunakan data indeks Desa membangun bersumber dari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlahpenduduk miskin
Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;

data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan data IKG Desa dan data
luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;

data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian
Keuangan; dan

data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa bersumber dari
aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 10

Data jumlah Desa dan data nama dan kode Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf a adalah sebanyak 75.265 (tujuh puluh lima ribu dua

ratus enam puluh lima) Desa di 434 (empat ratus tiga puluh empat)

Kabupaten /Kota.

Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 (tujuh puluh lima ribu dua ratus lima

puluh sembilan) Desa di 434 (empat ratus tiga puluh empat) Kabupaten.

Berdasarkan jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

terdapat selisih sebanyak 6 (enam) Desa.

Selisih jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa

yang:

a. terindikasi tidak memenuhi kriteria Desa berdasarkan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, atau

b. tidak bersedia menerima Dana Desa.

Kriteria Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :

a. eksistensi wilayah Desa sudah tidak ada;
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(1)

(2)

Q)

(4)

(5)

¢. tidak terdapat kegiatan pemerintahan Desa; dan/atau
d.  tidak terdapat penyaluran Dana Desa paling sedikit 3 (tign) tnhun

berturut-turut,
Pasal 11

Kriteria tertentu untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (4) berupa

a. kriteria utama; dan

b. kriteria kinerja.

Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, meliputi :

a. desa bebas dari korupsi pada semester | tahun anggaran 2024;

b. desa telah disalurkan Dana Desa tahap | tahun anggaran 2024; dan

c. desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun
Anggaran 2024,

Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi :

a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa
bagi Desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan
berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;

b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki
keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa;
dan/ atau

¢. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari Dana
Desa bagi Desa lokasi fokus Intervensi penurunan stunting,

Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan

penggunaannya tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang Desa:

a. tidak berada di kabupaten yang masuk kategori rentan berdasarkan peta
ketahanan dan kerentanan pangan;

b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka
kemiskinan Desa; dan/ atau

c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan stunting; dan kriteria pada
ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi,

Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. kinerja Pemerintah Desa, meliputi:

1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan

2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/ atau
b. penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga.
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(6) Kriterin Kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a angka 1 terdirl atas dan memiliki bobot sebagai berikut :

a,  perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun
2024 dengan bobot 15% (lima belas persen);

b, kinerja penyaluran Dana Desa tahap | tahun anggaran 2024 dengan
bobot 20% (dua puluh persen); dan

¢.  kinerjn realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap
anggaran tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen),

(7) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot
sebagai berikut :

a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun

~ anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
- b. ketersediaan APBDes Tahun Anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua
puluh lima persen);

¢. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH)
Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa
tahun anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember
dengan bobot 5% (lima persen); dan

d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH)
Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa
tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei
dengan bobot 5% (lima persen).

) (8) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7), sebagai berikut:

a. data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan
kepala Desa dan/ atau Bendahara Desa sebagai tersangka
penyalahgunaan Keuangan Desa kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada semester pertama
tahun anggaran 2024 dari Bupati;

c¢. data Desa sudah salur Dana Desa tahap | tahun anggaran 2024
bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;

d. data Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh
Kementerian Keuangan;
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e. data kabupaten yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta
ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022 bersumber dari Badan
Pangan Nasional;

f. data keluarga miskin pada Desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan
Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

g. data Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting tahun 2023
bersumber dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;

h. data nilai indeks Desa membangun tahun 2023 dan tahun 2024
bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

. Transmigrasi;

i. data kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 bersumber dari
aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;

j. data laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun
anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

k. data perubahan APBDes tahun anggaran 2023 dan APBDes tahun
anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh
Kementerian Keuangan;

1. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH)
Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa
untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2023

o bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;

m. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH)
Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa
untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2024
bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;

n. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua
tahun anggaran 2023 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes
bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; dan

o. data penghargaan dari Kementerian Negara/Lembaga bersumber dari

kementerian negara/Lembaga terkait.

(9) Data Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang digunakan dalam penghitungan
insentif Desa merupakan data yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli Tahun Anggaran

berjalan, |
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(10) Dalam hal tanggal 31 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang
diliburkan, data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat diterima
pada hari kerja berikutnya.

(11) Dalam hal periode Tahun data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak
tersedia, digunakan data periode tahun sebelumnya.

Pasal 12

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

(2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada
Desa yang memiliki kinerja terbaik.

(3) Penetapan jumlah Desa per kabupaten penerima tambahan Dana Desa

o ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Desa per Kabupaten.

(4) Peringkat Desa per kabupaten dihitung berdasarkan jumlah hasil perkalian
antara nilai indikator dengan bobot masing-masing Indikator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7).

(5) Desa penerima tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa
merupakan Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah
penerima alokasi untuk setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

(6) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan
kelengkapan data APBDes tahun anggaran 2024 yang disampaikan kepada

o Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/ atau laporan konsolidasi
realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 yang disampaikan
kepada Kementerian Dalam Negeri.

(7) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) ditentukan berdasarkan kelengkapan data APBDes dan/atau

laporan konsolidasi realisasi APBDes dengan perhitungan bobot sebagai

berikut :
Kelengkapan Data Keuangan Desa Bobot

Tidak mengirimkan APBDes dan Laporan 1.00
Konsolidasi

Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi 1,10

Hanya mengirimkan data APBDes 1,18
Mengirimkan data APBDes dan Laporan 1,20 1,20
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(1)
(2)

)l

(3)

@)

(S)

(6)

Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa untuk  Kategon
penghargaan kementerian negara/lembaga ditetapkan dengan besaran
alokasi tertentu.

Dalam hal penghitungan tambahan Dana Desa berdasarkan besaran alokast
sebagaimana dimaksud pada avat (7) dan ayat (8) terdapat sisa hasil
penghitungan, sisa hasil penghitungan tersebut dibagikan kepada seluruh
Desa penerima tambahan Dana Desa pada kabupaten/kota yang
mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil.

BAB Il
PENYALURAN

Pasal 13

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
bupati.

Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
¢ terdiri atas :

a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan
untuk :
a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan
penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
program pencegahan dan penurunan stunting.

Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan selisih antara pagu Dana Desa
dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a.
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Pasal 14

(1) Pempaluman Dana Desa yang  ditentikan  peagginaaninna  sehagainang
dimaksud dalam Pasal 13 avat (49 hamat a ditakukan datam 2 (aa) tahap
dengan ketentuan sebagat berikat ¢
a.  tahap 1, sebesar 0 (enam pulab persen) dan pagit Dana Desa vang
ditentukan pengaunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat hidan
Juni

b, tahap 1l sebesar 40% (empat puluh persen) dart pagu Dana Desa vang
ditentukan penggunaamua setiap Deaa, didakukan paling cepat Batan
Apnil,

(2) Penyaluran Dana  Desa  yang ditentukan  pengaunaaniva  sebagaiinana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan setelah Ruasa Penggana Anggatan
Bendahara Umum Negara Penvaluran Dana Desa,  nsentit, Otonont Riniaus,

a dan Keistimewaan menerima dokumen persyavatan penyvaluian dart bupati

|

b ity

{

secara lengkap dan benar,
(3) Dokumen persyaratan penvaluran sebagaimana dimakand pada avat (2
diatur sesuai dengan ketentuan sebagat berikut
a. tahap | berupa:
1, peraturan Desa mengenai APRDes;
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
3.  keputusan kepala Desa mengenal penetapan keluarga penering
manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan DLT Denag dian
b. tahap Il berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Dena

‘a tahun anggaran sebelumnya; dan
-

e
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2. laporan realisasi penyerapan dan capainn keluaran Dana Deusn tahap
I menunjukkan rata-rata realinast penyerapan paling rendah nebeaay
60% (enam puluh  persen) dan  ratasratn  capalan  keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
(4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huraf b diolah
dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-8PAN,

(5) Selain persyaratan penyaluran tahap | sebagalmana  dimaknud pada aynt (1)
huruf a, bupati melakukan :

a. perckaman pagu  Dana  Desa  yang ditentukan  penggunannnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) termasuk perekaman
jumlah  keluarga penerima manfant  BLT  Desa  dalam hal  Desa

e menganggarkan BLT Densa;
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b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya Tahun Anggaran 2023; dan

¢. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai
dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.

(6) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan

penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :

a. perekaman pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Desa untuk
stunting Tahun Anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program
pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2023; dan

b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu
sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT
Desa Tahun Anggaran 2023.

(7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana

‘)]

dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah

disalurkan.
(8) Selain persyaratan penyaluran tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, Bupati melakukan :

a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan
kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT
Desa tahun anggaran 2024;dan

b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai

8 dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.

(9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
b. batas waktu untuk tahap Il mengikuti ketentuan mengenai langkah-
langkah akhir tahun.

(10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk
seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap [ pertama kali disertai
dengan daftar RKD.
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(11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan
masyarakat Desa.

(12) Kewenangan penandatanganan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) ditetapkan oleh Bupati.

(13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).

(14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan

i penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap |
@ sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5).

Pasal 15
(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat
bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan

;;; b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat
bulan April tahun anggaran berjalan.

(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam

2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat
bulan Juni tahun anggran berjalan; dan

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat
bulan April tahun anggaran berjalan.
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(11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan
masyarakat Desa.

(12) Kewenangan penandatanganan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) ditetapkan oleh Bupati.

(13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).

(14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap | sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap 1

& sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5).

Pasal 15

(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat
bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan

™ b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
_ tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat
bulan April tahun anggaran berjalan.

(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam
2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat
bulan Juni tahun anggran berjalan; dan

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat
bulan April tahun anggaran berjalan.
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Desa. mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa
berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan

oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 16

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan
benar.
Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahaplberupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
b. tahap Il berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap
I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling rendah
sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
Selain persyaratan penyaluran tahap | sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, bupati melakukan :
a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a;
b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun
anggaran sebelumnya; dan
c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai
dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran
untuk penyaluran Dana Desa.

Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur

den uran Menteri Keuangan tersendiri.
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(6) Selain persyaratan penyaluran tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak
salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.

(7) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap | paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
b. Dbatas waktu untuk tahap Il mengikuti ketentuan mengenai langkah-
langkah akhir tahun.

(8) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertepatan
dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diterima paling lambat pada hari kerja

o) berikutnya.

(9) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk
seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap | pertama kali disertai
dengan daftar RKD.

(11) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2
) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh
kegiatan setiap Desa.

(12) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan
capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(13) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) belum tersedia, Bupati menyampaikan permintaan perubahan
tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
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(14) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan daftar rekening
kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia Real Time Gross

Settlement sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(15) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14),
Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana

Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(16) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (15) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data
supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran

negara.

(17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (Softcopy)

(18) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 17

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2), bupati menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3,
dan huruf b.

(2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan kartu Skor Desa
konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan
melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi kepada Bupati.

(3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

Pemerintah Daerah Kabupaten dilarang menambah Persyaratan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16
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BAD IV
PENQOUNAAN

Pasal 10

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan keglatan prioritas yang
bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a yang terdirl atas :

a, dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau

b, dana Desa yang tidak ditentukan penggunannnya,

Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagnimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a digunakan untuk :

a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial  dan
penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentulk DLT Desa paling banyak
25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau

¢. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa,

Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaknud
pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di
Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada
badan usaha milik Desa,

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling
banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung
pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

Penggunaan dana desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
berpedoman pada Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa Kabupaten
Kaur Tahun 2024,

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara
swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat
Desa setempat.

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana
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BAB V
PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN,DAN PELAPORAN

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Desa

Pasal 20

(1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap
Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Desa yang mendapatkan Insentif Desa, menganggarkan Insentif
Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/ atau
perubahan penjabaran APBDes Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana
™ Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pelaporan APBDes
Pasal 21

(1) Kepala Desa menyampaikan:
a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun Anggaran
sebelumnya; dan
b. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran
sebelumnya, kepada Bupati melalui Camat.
~ @ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
menyusun :
a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun
anggaran sebelumnya; dan
b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran
sebelumnya.
(3) Bupati menyampaikan laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) secara Elektronik melalui Sistem Informasi yang dikelola oleh Pemerintah.
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana

!g:\;“f'f:..;";r mmoodimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a;
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penyaluran Dana Desa;
prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau

U

sisa Dana Desa di RKD.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau
melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran
yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat
meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan Pemeriksaan.

BAB VII
PENGHENTIAN DAN/ ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 23
(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :

a. kepala Desa dan/ atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan
keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;,

b. desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status
hukum, dan/ atau status keberadaan Desa;

c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau
penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai
kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan

e Republik Indonesia; atau

e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah, Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan
penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun
anggaran berikutnya.

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan
keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/ atau bendahara Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka,
bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa
kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan.
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(N Penghentian  dan/atan penundaan  penyaluran Dana  Dena yang  tdak
ditentukan  penggunaannya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan:

A, surat permohonan  penghentian  penyaluran Dana Desa darl bupati
sebagaimana  dimakaud  pada avat () keputusan  dan/  atau surat
rehomendaat  dart Kementerian  yang  menyelenggarakan — urusan
pemerintahan  dalam  negert  dan/  atan bupati/wall - kota  atan
permasalahan Deaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b,

b, sumt rekomendasi dari Kementerian vang  menyelenggarakan  urinsan
pemerintahan  dalam  negeri atan permasalahan  Desn  snebagnimana
dimakaud pada ayat (1) hurat ¢, berdanarkan hanil Klavittkaal gubermuy
sebagal wakil Pemerintah;

¢, surat Rekomendasi dart Panglima Tentara Nastonal Indonenia, Kepala

- Repolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga

vang menangani urusan keamanan negara atasn permasalahan  Desa
sebagaimana dimakaud pada ayat (1) hurat d; atau

d.  surat permohonan dari bupati atas permasalahan Desa nebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e,

(5) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud
diterima,

(6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditevima setelah Dann
Desa tahap 11 tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desn
yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya
dihentikan,

(7) Penghentian dan/atau  penundaan penyaluran Dana  Desn  yang tidak
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (0)
dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
kepada Direktur J enderal Perbendaharaan,

(8) Dalarn hal proses penghentian dan/ atau penundaan penynluran Dana Dena
yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan
pemberitahuan kepada:

a, bupati;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintnhan dalam negeri
[T e e/, stau
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c. panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani
urusan keamanan negara.

(9) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat
disalurkan kembali ke RKD dalam hal :

a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum
tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala
Desa dan/ atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status
hukum, dan/ atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh Bupati sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk
mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan telah menerima surat :

a. permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari
bupati;

b. rekomendasi dari Bupati dan/atau menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri,

c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri berdasarkan hasil Klarifikasi gubernur sebagai wakil
Pemerintah; atau

d. rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga
yang menangani urusan keamanan negara.

(11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat
disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam hal surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum
batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam

SEXRETARAY PEMERN 16
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(12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya sebagaimana berhak
mendapatkan penyaluran Dana Desa pada dua tahun anggaran setelah
periode pemeriksaan dalam hal sisa Dana Desa telah diserap Penyaluran
kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan
dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa dari Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu
penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (7).

(13) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima setelah
setelah batas waktu penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(11), Dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disalurkan dan
menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(™ (14) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat
disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

(1) Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (14) huruf a sampai dengan
huruf d, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran
berikutnya dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (10)
telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(2) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (10) dan ayat

) (13), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan naskah dinas
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya dan menyampaikan kepada  Direktur  Jenderal
Perbendaharaan.

(3) Dalam hal proses pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan
pemberitahuan kepada:

a. Bupati;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
dan/atau;

¢. panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan/ atau dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani

TR sAIL kKpamanan negara.
BAGIAN HUKUY
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Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa pada Desa yang menerima Insentif
Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghentian penyaluran insentif Desa.

(2) Insentif Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 26

(1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana
Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan
mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.

(2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/ atau kejaksaan untuk
mendapatkan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati menyampaikan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan
untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diperhitungkan sebagai
pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD dengan menerbitkan
naskah dinas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan
wewenang oleh bupati, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum yang
tidak ditentukan penggunaannya.

(2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada

enygluran dana alokasi umum berikutnya setelah surat rekomendasi
dimaksud pada ayat (2) diterima.

;n:m.rrasu.nz!:-.‘w;l -
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(8 Besaran penundaan pervaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud
pada avat (1) sebesar 3% (tiga persen) dan jumlah penyaluran dana alokasi
amum pada periade bersangkutan,

@ Penundaan dana alokasi umum  sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ditetaphan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

@ Dendasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3. KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan penundaan
penyaluran dana alokasi umum,

() Perpaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menerima  surat  rekomendasi  penyaluran  kembali dari Menteri yang
menyelengearakan urusan pemerintahan dalam negeri.

~ @) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud

- pada avat (7) belum diterima sampai dengan tanggal 15 November tahun
angearan begalan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda.

M Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan penyaluran kembali dana alokasi umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus,

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Ketentuan mengenai rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 yang merupakan hasil penghitungan Dana Desa setiap Desa
tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Rincian Dana besa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjad

dasar bagi Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes Tahu
Anggaran 2024,
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun
2023 tentang Tata cara Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Kaur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor
1161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 134 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata

cara Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran

(Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1190), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 30

.‘—3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

JABATAN

FARAP

Sekretaris Daerah

Asisten

———kl

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 22 TJanuar

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSA

Kepaa Bogan ukum | 27
J

AHFIRI

2024

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 22 Jamuar/ 2024

BUPATI KAUR,

v

'——u——.\__/

LISMIDIANTO
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun

2023 tentang Tata cara Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1161)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 134 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata cara
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran (Berita
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1190), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal 23 {,‘f?’ﬂl/dl‘l'

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ttd

ERSAN SYAHFIRI

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 22 \7'4'!!71!0'/’!' 2024
BUPATI KAUR,

ttd

LISMIDIANTO

2024

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : /377

Sa]man sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIA% DANA DSy

SETIAP DESA KABUPATEN RAUR TAHUN ANGGARAN 2024
UR

! Kode Nama Kecamatan Nama Desa .
- s m Alokas; Dasar Alokasi Formula Alokasi Afirmasi Algkas Grer 3 Total
1 2 3 ,
1704012001 _|Kinal Gedung Wani — $ 7 8 [ seered
1 = : 481.892.000 156.817.000 | €34 619 000
2 1704012002  |Kinal Penandingan = = 38 53
= 526,000 /619.000 : — i
3 1704012003  |Kinal Geramat = - §91.255 200
Kinal ng Alam £21£02.000 2.300.000 255.750.000 | %06 852 200
4 | I7O40LI00% Tanjung ~ £31202.000 124.339.000 | T
5 1704012005 Kinal Tanjung Baru 481_. - ~ % 141 0
= ——— 281 802.000 -227.000 = I £31525 20C
- 1704012006 _ |Kinal Pengurung = = -
~ . 3 —__431802.000 .666.000 . | 532 463 000
7 1704012“,7 Plﬂ_awa —--._551_-5_102 000 152.173.000 - §31375.000
5 | 1704012008 |Kinal Gunung Terang sa 166 - —
X 3 i — 544546.000 .130.000 - 255.750.000 | 264 525 300
3 | 1704012009 _|Kinal alang Pacang 544 £46.000 206.628.000 731278
G Gunung Megang i e | 51274 000
10 1704012010 _ |Kinal ng Megan ey 229, .
Kinal Talan, Bcrangm ———-—..._Eoz 000 9.289.000 - . 731091 200
11 1704012020 1% F 2 —521302.000 122.358.000 - 255.750.006 839 910 000
12| 1704012021 |Kinal awi 544 226,000 e - e
13| 1704012022 |Kinal ngahaj - £21202.000 189.085.000 . . g
14 1704012023 |Kinal Pinang Jawa 481 302.000 164,320,000 = 255.750. 01872000
. - | 5.750.000 901 872
15| 1704022002 |Tanjung Kemuning Ting 544 545.000 153.916.000 - 698 562.000
16 | 1703022003 __|Tanjung Kemuning Tanjung Aur 544 646,000 137.990.000 - 282 635,000
17 1703022004 |Tanjung Kemuning Aur RmS“ 544 45,000 190.777.000 - E 735 423.000
18 | 1704022008 [Tanjung Kemuning Pelujaras - 431832 000 149.587.000 - 255.750.000 887139000
1703022009 |Tanjung Kemuning Tanjung Remuning 544 646.000 79.674.000 : 522 320,000
0 1702022010 |Tanjung Kemuning Selika 481.802.000 128.982.000 510 734.000
21 1704022011 |Tanjung Kemuning Tanjung Iman 544 645.000 124.126.000 562 772000
22 | 1703022012 |Tanjung Kemuning ang Leban 544 645.000 200.952.000 " - 345 558000
23] 1704022013 |Tanjung Kemuning Beriang Tinggl 544 £45.000 135.737.000 . §80.383.000
28 | 1704022014 |Tanjung Kemuning Tanjung Bulan 544 §45.000 165.622.000 - : 710 268 000
25 | 1704022015 |Tanjung Kemuning Pelajaran II 431.802.000 142.662.000 - 255.750.000 530 214000
26 1704022016 |Tanjung Kemuning Selika II _ 544 646.000 121.173.000 - 565 813000
27 | 1704022017 _ [Tanjung Kemuning Sulauwangl 544 646.000 121.887.000 - 666 531,000
28 1704022018 _ |Tanjung Kemuning Padang Kedondong 544 §46.000 143.747.000 - 638 393.000
29 1704022020 |Tanjung Kemuning Padang Tinggi 421 802.000 156.243.000 - | £33 .045.000
30 | 1704022021 |Tanjung Kemuning Tanjung Kemuning II 544 646.000 133.200.000 - | £77.846.000
[eam o poERaTA KASUPLTEN TR
215124 HUKYY
TAH £ 3 PARAF
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F oo
“No Kode Desa Nama Kecamatan P—— == T
1 : = - kg, Dsser Alokaw Formula Alokas Afirmas Mokasi Cinerls -
3 1704022022  |Tanjung Kemuning Tanjung Kemuning I1I — & 7 = — !
32 1704022023  |Tanjung Kemuning Tanjung Aur Il 544 1.4 000 120.522 000 - G Sebe 1sd
33 1704022024 | Tanjung Kemuning Tanjung Iman Il 44 £,45.000 134.215.000 L 2L
34 1704022025 |Tanjung Kemuning Selika Il 4 46,000 175.307.000 £7% %00
35 1704032001 _ |Kaur Utara Tanjung Betung 44 545,000 174.530.000 713 7100
36 1704032003 Kaur Utara Padang Manis %44 546,000 126.575.000 719 176000
37 1704032006 |Kaur Utara Guru Agung %44 £46.000 224.501.000 731221000
38 1704032009 _|Kaur Utara Gunung Agung 44 546,000 192 .858.000 755 147 900
39 1704032021 |Kaur Utara Bandu Agung ——— %4 £,45.000 195.510.000 737 508700
40 1704032027 _ |Kaur Utara Tanjung Betung II —— 445,000 195.197.000 740 15800
a1 1704032028 _ |Kaur Utara Coko Enau ———4%1202.000 145.066.000 735 243500
42 1704032029 |Kaur Utara Pancur Negara —*4£46.000 143.225.000 £26 25200
43 1704032030 Kaur Utara Perugai ——...___‘f._l_gﬂjlm 166.223.000 £51 57100
a4 1704032031 __|Kaur Utara Guru Agung Il ——_544646.000 173.722.000 642 0L
45 1704042001 __|Kaur Tengah Sukarami —_4%1202.000 224.579.000 = 712 262000
26 | 1704042002 |Kaur Tengah Pajar Bulan ——_44646.000 149.441.000 706 L0
47 1704042003 |Kaur Tengah Padang Hangat — %21202.000 158.232.000 2 654 587000
%8 | 1704042004 __|Kaur Tengah Kemang Manis ——— 4 646.000 152.190.000 . 640 SIS0
29 | 1704042005 _|Kaur Tengah Penyandingan —421202.000 132.273.000 . 702 236000
50 1704042006 | Kaur Tengah Sinar Jaya ——421202.000 128.422.000 614 575000
51| 1704042008 _|Kaur Tengah Tanjung Pandan —— 421 202.000 160.140.000 - §19.224000
52| 1704042009 __|Kaur Tengah Padang Baru — 4 646.000 154.553.000 $41 52000
53| 1704052009 _|Kaur Selatan Sekunyit 41 232,000 139,532,000 . 699.12.000
54| 1704052010 _|Kaur Sclatan Suka Bandung _ 544 645,000 27.002.000 - 621 334000
55 | 1704052011 |Kaur Selatan Air Dingin — 544645000 91.853.000 - 531 642,000
ﬂe 1704052012__|Kaur Selatan Pasar Baru 244 646,000 71.147.000 636 493000
7| 1704052014 | Kaur Selatan Pasar Lama 54 £46.000 120.021.000 . 615 793000
58 1704052015 | Kaur Selatan Gedung Sako 544 645,000 396088 000 255 750 000 920477000
59 | 1704052016 _[Kaur Selatan Jembatan Dua 544 646,000 128.939 000 - $50.714000
60 1704052017 |Kaur Selatan Tanjung Besar 507 430.000 157.759.000 - e - 673 525000
61 | 1704052021 |Kaur Selatan Pengubaian 544 646.000 145.198.000 L7000 1.020 995,000
62 | 1704052022 _|Kaur Selatan Pahlawan Ratu 421202.000 156.673.000 - enavaa
:: :;g:ogggm Kaur Selatan Pasar Saoh 55:: £46.000 161.799.000 353: ::;ﬁ
052024 |Kaur Selatan £46.000 123.744, -
65 | 1704052025 |Kaur Selatan paxepmd,m&;:::n 544 £45.000 mo.sz?.g : B8 7000 924.140000
66 | 1704052026 __|Kaur Selatan Sawah Jangkun 544 646.000 151.925.000 - o= L
67 | 1704052027 |Kaur Selatan Selasih . 421 £02.000 119.277.000 - $96.575.000
68 | 1704052028 |Kaur Selatan e 544 646.000 107.818.000 skl
544 646.000 162.918.000 652 454000
707.564.000
SEHRETAMAT FEMERINTAM KABUPATEN KAUR

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

: h“ S ﬁ;‘\" il " L and - g gl
._0 M FANG e ?gn!}“d : & k@“

p ~ A\‘\J T | AN 3 (‘a’t -
&) - & X
1~ Krdle Deca Narma ¥ ot ~ s &
y e » ¥ peten Marmy Dewa Ty —
5 x 1 ] ] 2 ﬁ—Q S l Abrk ot Taremyte Lm—- P S — i
€ | 1708052029 |Kaur Selatan Gedung Sako 11 g - 1 ; T " ~r—T s
m 1704052020 [Kaur Seiatan Sinar Pagp At e 300 118 958 00 | ¥ 4
71 1704062001 Mare Parda Suka 'M:“w___ \I\WWL 1
7 170062002 [Mme Air Long g ;‘-—;5‘ 133 307 000 | 3 T
7 | 1 7D N3 Mare Linau o, ;Tw 15 360 000 | \ £
| 1708062004 [Maje Way Hawang Yy . 211536000 |
T | 1704062005  [Maje Tanjung Baru LT — 2007480800 | ) A o L e Saa 00
7 | 1704062006 |Maje Tanjung Ganni o T i 3 o o
771 1704062007 [Maje Krdataran @iy o0] MRS ' P 70 000 LA en
7= 1703062008 |Mae Tanjung Aur S 40000 | P : 3 amonn
7 1704062000 |Mae Penvandingan Mmool peeTSow 4 121000
) 1704062010 (Mage Suka Menanti Miwz000 ) Jal 9wy o0 — AR TR
¥1 ] 1704062012 |Maye Benteng Harapan BTy ) — Je5.000 009 - % 712
€2 | 1704062013 |Mage Bakal Makmur — Moo ] . ] i T i
3 23 1704062014 [Maje Muara Java L ::;;:mn It =0
g .t} 84| 1708062015 | Mmw Tanjung Agung 41 307 000 e , A7 57 |
: ‘1 5 1704062016 [Mae Arga Mulra 44 ca6 000 - Qm:x” et nis16000 |
. \ 2 | 1704062017 [Maje Air Jelatang ~——344 546.000 1:*1! o _— ‘ )
$ 4 - £7 | 1704062019 |Maye Sumber Harapan e o4 a8 - A
' ' B8 | 1704062020 | Mar Tanjung Beringin =TT L : 3%, 320000
3 | 1704062021 [Maje Sinar Mulya —23.648.000 qin AT . 783 2 L000
: i % 1704072001 | Nasal Muara Dua 40 L — T8 SO0
B - R : o a4 1, 000 351 160.000 54200000 | : s
£ 4\ 2| 1704072003 | Nawal Ulak Pandan L¥02 000 Ll — (AT
: 1A $3 ] 1704072005 |Nasal Merpas 344640.000 fli o — e 3 o
2 11 ¢ | 1704072007 [Nasal Tanjung Betuah =7 420,000 Sl - : Ao
i x5 1704072008 |Nasal Air Palawan Jenees.o0 R A8 SaLE
: ,._. — T e == — 544 646 000 373.394.200 34,200 JCo - T o1t 3L XL
: $7 | 1704072010 | Nasal Batu Lungun Jesegee DA 00 I : Tasmooe
= S oy o 544 646,000 145 531000 . 3 : S S
9 | 1704072012 | Nasal Suku Tiga Mtaeniee e : ! 1345 355500
0] 1704072013 |Nasal Bulat Indah S0 Ma : ' 725 a0
101 1704072014  |Nasal Suka Java :: 646.000 209.663.000 & - =
12| 1704072015 __|Nasal — o LT - -~ 749 & 200
3 03 1704072016  |[Nasal Tri Java ::usmo 106.037.0C0 - 255, TS0.000 20622100
' 14| 1704072017 | Nasal Air Batang e e St - a8 28200
2051 1704072018 | Nasal Sinar Banten e R -] - TR aALIE
3 431 202 000 184.653.000 % o3 = e
 §
{
e
e |

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Yode Dess |

T e p

4 -
e . o -
‘m 1TOMTIOIC  [Nmeal Pannr fum st o— — R
24 ITOsoRI00) |8 : Fungs Velar T ———
Al 1voapRpo0y |t Knrnng Dape 3 ;‘:_%»—-- 197 m::L
08| 170808001 [Semidang Cumay Lubwk Cung . ] | AT |
1101  17080RP004  [Semadang Gumey Gunung Tiga 0 s o0 198 777 o |
11} 1708082005 [Semidang Oumay Suka Merindy =y 1 137 199 o0
153 | 17OS0R2006  |Remidang Gumay Mentirng Sivogmol 117 242 300
33| 1704082007 |Semidang Cumay Cahava Hatn o] 115 114 000
114 1704082008  (Semideng Cumey Awat Mata "‘wa‘n Y 34T oo
§15 1 1704082000 [Semidang Oumay RNusuk 2 S 06 168 577 oo
336] 1704082010 [Remidang Gumay Tanjung Harapan 244 05, 008 143 343 ov0
337] 17040R2011 |Semidang Cumay Gunung Tign il 24 46 000 152 458 00
138 | 1704082012  |Semidang Padang Panjang T 131 7% o00
338 | 1704082013 |Semidang Masna Rary 1 507 000 118 547 200
30| 1704092001 [Kelam Tengsh Tanjung Ganti | i 2 200 165 33 w0
5211 1706092002 {Kelwm Tengsh Tanjung Ganti I ——— 2 S4s 00 141 643 000
122§ 1704002003 |Keiam Tengab Rigangan | 2 15, 000 159 70 000
1221 1704092004 Tengah Ragangan [1 —— 24t OO0 IS 000
124 | 1704092005 |Kelam Tengah Ragangan [ ——e 4 45, 200 149 724 000
125 | 1704062006 {Kelam Tengah Sukarami A4 546 000 177 164 000
126 1704092007 _ |Kelam Tengah Darat Sawah 344 545 000 154 516 000
127! 1704002008  [Kelam Tengah Siring Agung — Y 164 €45 000
18| 1704002009 | Kelam Tengah Prnantian — 4 546, 000 165 419 000
1291 1704002010 {Kelam Tengah Talang Tais —t1 22 000 117 520 600
k:: 1704092011 | Kejam Tengah Pagar Dewa 4 645 000 192 158 000
11 1706092012  |Kelam Tengah Talang Marap 544 w4 000 130 192 060
21 1704092013  |Kelam Tengah Suka Rami [l 44 144 000 156 629 200
382] 1704302001 |Luas Jiwa 421 322 00O 150,224 000
1341 1704102002 |Lua» Cahava Negen 344 846 200 121 87, 40
1381 1704102003  {Luas Padang Jati 44 46, 000 138 941 000
1361 1704102004 [Luas Ganda Suli — 221 202 000 171 126.000
1271 1704102005  |Luas Durian Besar ::mwo 178 401 200
pd 1704102006  |Luas 3 B2 000 153.151 000 . ’ - =
1361 1704162007 |Luas :mg‘— = 44132 000 192 349 50 =T
145 1704102008 Luas Benua Ratu 44 646 000 131013000 i S Th s
3811 1704102009 |Luas Toguk 44 646,000 138 845,000 ! R
421 202 000 143 771.000 ! = ;"mm

SHRELPLT PIVTRRTLN I BUPT I LALE

BAGIER RURUY

3
I3

Terd BB
« -

| SO D PROIEL RN B M
] ITRLIN HLBRRAREENYE |

—

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

ra." ‘W"‘ \&$5“ ~ - o -
| el s S '
) - =
N Norme Tncemstan ey TeeTa *—-\_‘-——
; 1
b 1"(u;?n?0m i - ;___:-:::..,_,L’:H,. Poritud | Sl Mivean
! Ay - £ - » &
3 1TDaor0ll llume o ekt ey - \ !
S REY Pulwu Parggung ~ N1 g8 IO SILO0 |
TR 0RO 2 Lsina Indah P prm— ot &
J4% 1704 | | O Serdang ind 2 s, ) IsT FTRO0E | 1
01 Munrs Sshung e Sabr P
1ar 1704112002  [M Sxh T 4 e — =R
v Musra Sshung Tn Tunggai Rakn T 181 A '8 000 =3
24 3708113000 Jiners Sehunl. Ulak Lebar ey 11 109 oo t
148 | 1704112004 | Muara Sah = S 00 b - -
+ Sahung Symbwr Makmur 44 Fag 000 =1 rae oon !
j85 ¢ 1704112005 |[Musm Sahung Ulak Pandung _ ST e +
B30] 1704113000 JMuers Ssheng Cinta Makmur v - F1 a0 00 ;
is: 1704 ) ) 2007 Muarm M\ﬂ‘ Pukit Makmur 31 3o 00 o 1Y 4R 000
157 | 1704122001 [Tetap Sulka Banjar ) I 4.
122 1704127082 1en Tanjung Bungs i e 000 126 755 000 1 + o Sy
I - preg
is] 1704122003 jTetap Cucupan Yoy . I8 678 000 ; - 22 O a0
158 1704122004  (Tetap Dewn a1 s 000 e 137 233 000 1 SR LN RO
156 1704122005 {Tewap T *—‘;—t-;_.‘_.;-—-f =3, 780.000 -+ 51 ;9% 00
357 1704 1 22006 Tretap Babat Tt e 000 7 321 000 Y [ i )
o — -
158 1704122007 Tetap Repahs 5“‘-‘@_-— 197 413 000 : AL I AL
e 1704122008 Tm T!‘.E !! g Dalan 437 a7 000 137 13,000 :: stk % g
16T 1704 122009 Tetap Muara Tet 437 203 00O 166 132 OO0 1 '?'."" B i
1t 1704123030 _1iviep Kasuk Baru AL s 000 119 045 000 ' 547 ¥he. 200
67 1704122011 [Tetap Binged 44 5a D00 119 267 000 t i o
W3] 1704122012 [Tetap ;::L Raza %44 5, OO 107 865 000 : DT
68| 1704132001 |Lungkang Kule Datar Lebar 4 ta%, 000 127 661,000 1 33 333 309
168 1704132002 Lungkang Kule me 44 hdh OO0 154 168 000 : e A7 0000
16t 1704 132003 Lungkang Kulr Sar Bulan 431 27 OO0 11% 823000 ‘L — "'cn Pk 3532 200
o~ 1704 132004 Kule Sukanant 421 202 00O 141 200 000 1 — A%E L7000
B8 1704 132005 MK“IP Lawang !! 431 252 000 150 112 000 1 — "‘!-G- 3.8 28
169 17041320006 Lumugb Tan 544 645 000 180 567 000 557 _m. =7 6400
3701 1704132007 |Lungkang Kule m.h‘im—m’ 44 645 000 17% 021 000 —~— il
73 1704132008 |Lungkang Kule Datar Lebar 11 431 207 000 %4 062 000 - ;h‘v_: 37%.813.208
7 1704132009 |Lungkang Kule — &1 257 000 118 714 000 - “{".' 31 514200
193] 1704142001 |Padang Gues Hilir oy %1853 000 119 815,000 B e T owa X0
174 1704142002  |Padang Gucai Hilir T B 421 pu2 000 196.008.000 = - . T I6T X0
1751 1704142003 | Padang Guci Hilir T.,,m‘—‘ St 1 421 202 000 131.459.000 1 e 7 313300
1761 1704142004 Gucs Hilir Talang Jawi I 42182 000 204512000 ; — SL3.281.08
7] 1704142005 Gucs Hilir Air Kening 421363 000 175213 500 : SR ESETET
178] 1704142006 | Padang Guc Hilr - 431 502 000 1624 — Tl 552.215.200
165.503.000 1 — =
{eormra v TRanAy KLOFT 0 CAR
: S3r Lk MUNYE
U gocans 140008 Daw | FARAR
BIYTLIT SR EEAARARAYE

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e Y

o [ttt

&\

Erpala Bagan Pukum

Dipindai dengan CamScanner

*oe Dewn Narme ¥ee mvintan yemy ey -
g - Ak amh Tt L [Py TSa— [ —
by 3 4 i . - .
= 170414200 Padang Gues Hil s - - : . L .-
it [ r# ang 1t Hibir Ulak Aﬂ“’n _—'-—\ - ; — s
180 1704142008 | Padang Guer Hilir Talang Padang 4 o 00 LS. W78 008 i Vi S
1K1 170414 : = SNeaabl 148 133 000 1 e
- 2000 |Padang CGuci Hilir Ait Kering I _— 1AL 195 000 { 155 0 008 |
182 | 1704152001 |Padang Guei Hulu Naga Rantm “::;_*_‘E.a—f 171 548000 v —1
183 1704152002 {Padang Guei Hulu Bungsn Tambun — ’g pe— 177 532,000 1 g
iRe 1704152003 [Padang Guc Hulu Bungin Tambun 11 e . 1R OR9 (K0 § 3
RS | 1704152004 | Padang Guc Hulu Bungin Tambun 11 L 184 313 000 i X
6| 1704152005 | Padang Guc Hula Mansu 1% .““"“’m = 172 40% 000 1 55 7y 00 | ¥r A
167 1704152006 | Padang Guci Hub Manau IX Dua *‘“:;“L%.:"-:—-— TR0 279 000 { 2 o 0n oy
I86| 1704152007 | Padang Guc: Hubu Pagar Alam e 136 102 000 1 0 a0
189 1704152008 |Padang Gueci Hula Pagar Gunung w_—f 115 821000 1 P SH1 AGT X0
190 1704152000 Padang Guei Hulu Coko Betung sy 133286 000 1 | 1% R
181 1704152010 Padang Guei Hulu Marga Mulyo o m: — e . 177 529 000 ' 1 45% 331000
182 1704152011 Padang Gua Hulu Jats Mulvo “'lm;.i_—— 176601 000 1 I A AR 00
Sumiah L —_— 31.696. 308.000 ﬂmaﬂl 7 416,750,900 | 140, 108, 158,500
e —
BUPATI KAUR,
JABATAN FARAP Vv
Sekretaris Dacrah P
Asisten LISMIDIANTO



https://v3.camscanner.com/user/download

RS N

it

w ;‘-1"

Jf.o

wincke enn Nams Fecamatan s Dy
[] 2 1 a

[ Rl 1704 142007 M""_"l Guel Wilir Ulak

180 708142008 | Padang Gue Hilir T = S .

181 1704142009 | Pada i : ; -

ng Guri Hilir Asr Kering 11 S e —

182] 1704152001 | Padang Guci Huly Finga Rantal "‘\&:: ‘—-““z e m.asoee i 5. 1SN0 |

121 1704152002 |Padang Guci Huls Pungn Taminn S Rt LY SU - -

e 1704152003 _ IPadang Gua Huly Bungin Tambun 11 Y. ) S Lo 4 T

388 | 1704153004 | Padnng Gurs Hul Rungn Tambun 111 I Y] B 183 0% gu -

i8] 1704152005 TPadang Guc Huly WManau X Sy ) —F T3 R
24 1704152006 _ |Padang Gucs Hulu Manau I1X Dua Mmoo ] "’“:: T .w: 7o 00 | L 5 7% 0
188 | 1704152007 |Padang Guc Hulu Pagar Alam dscoon] e i 12 S aate
iFS 1704152008 |Padang Guci Hulu Pagar GUnung _ Maca0] :“ a1 000 t A GO
190 1704152009  [Padang Guci Hula Coko Betung :“""m" 133 ree 000 L 3 S1% o o
181] 1704152010 |Padang Guci Hulu Marga Mulvo 0 177 579000 i A 31 000
182 1704152011 Padang Gucs Hulu Jat: Mulve .lm:mo 76 SOL. 005 ¥ A O3

—t1 800 000
Jumlah 190.24 334 g0 31 6% 108 DNO l mm—-l 7 435,770 200 140 T 15, DY
BUPATI KAUR,
td
LISMIDIANTO

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

